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MOTO 

 

Jangan pernah meninggalkan kewajiban sebagai umat islam yaitu sholat lima 

waktu, karena dengan mengerjakannya hati dan perasaan yang gelisah dapat menjadi 

tenang dan nyaman1 

 

Kita tidak tahu bagaimana hari esok yang bisa kita lakukan adalah berbuat sebaik-
baiknya dan berbahagia hari ini2 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ibunda Tercinta 
2. Samuel Taylor Colleridge 
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RINGKASAN 

 

Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak Baru atas Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Evi Dwi 
Oktavianasari, 120903101047; 2015; 71 halaman; Program Studi Diploma III 
Perpajakan Jurusann Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Jember.  

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2015 sampai 

tanggal6 Maret 2015. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan 

kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan memperoleh 

gambaran secara nyata tentang Pendaftaran dan Penilaian Obyek pajak baru dan 

Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember.  

Pajak Daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa 

adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dan untuk pembangunan akan sulit di 

penuhi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 yang awalnya tergolong pajak pusat akan 

tetapi dialihkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Pengalihan ini merupakan 

suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan 

pengalihan ini maka tugas Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Jember akan 

bertambah, salah satunya adalah pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

(SPPT) dan juga menjadi kewenangan daerah untuk menerbitkannya, termasuk 

melakukan pembuatan SPPT apabila wajib pajak Obyek Pajak dengan apa yang 

sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah yang terutang di dalam SPPT dengan 

berpendapat bahwa luas obyek Pajak Bumi dan Bangunan, klasifikasi obyek pajak 

bumi dan atau bangunan dan penetapan atau pengenaan tidak seuai dengan keadaan 

yang sebenarnya. 
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Untuk proses pendaftaran dan penilaian obyek pajak baru atas PBB-P2 kantor 

Dinas Pendapatan Daerah menyediakan formulir pendaftaran yang disediakan pada 

bidang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah formulir itu berupa lebar Pengajuan 

Pendaftaran Obyek Pajak dan SPOP/LSPOP PBB-P2 dimana lembar tersebut harus 

diisi dengan benar jelas dan lengkap. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Republik indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya 

dan mewujudkan kehidupan negara dan bangsa yang adil dan makmur. Pembangunan 

Nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan kegiatan pemerintah 

untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu 

pemerintah harus dengan cermat menata seluruh tanah air dan perlu banyak 

memperhatikan masalah suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu 

menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan 

untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi bersama yaitu kepentingan bangsa 

indonesia. 

Berkembangnya kehidupan manusia yang mempunyai tujuan sama untuk 

membentuk lembaga pemerintahan. Dimulai dengan terbentuknya kerajaan sampai 

dengan pemerintah modern yang bercirikan demokrasi. Setiap bentuk pemerintah 

membutuhkan biaya untuk memajukan dan mengembangkan pembangunannya. 

Karena pemerintah tidak bisa berjalan tanpa adanya sumber penghasilan yang tetap, 

maka untuk menunjang berlangsungnya suatu pemerintahan diperlukan pungutan 

yang bersifat wajib. Oleh karena itu pengenaan pajak sumber dana yanng ideal bagi 

pemerintah. 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai alat bagi pemerintah dalam 

mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun 

tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta 

pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu 
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mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan 

negaranya, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi 

Pajak berperan sangat penting bagi negara indonesia karena pajak tidak hanya 

untuk mengingkatkan penerimaan dalam rangka  kebijakan fisikal unutk 

mengarahkan ekonomi suatu negara dan menambah pendapatan ekonomi, 

memperlancar stabilitas keuangan negara dan menambah pendapatan kas negara. 

Pajak juga memberikan masukan yang sanngat besar dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara ( APBN ), sekaligus merupakan kontributor terbesar dalam APBN 

yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa. 

Sektor pajak memiliki peran yang semakin besar dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah ( APBN ) karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaran 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pungutan di indonesia terdiri dari 

pajak Negara ( pajak pusat ) dan pajak daerah. Pajak pusat merupan pungutan 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan 

pajak daerah merupakan pungutan pemerintah daerah yang menurut peraturan yang 

ditetapkan guna pembiayai pengeluaran daerah.Salah satu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan kan kualitas dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah 

untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali pada setiap potensi yang ada 

pada masing-masing daerah dengan melalui pajak daerah. 

Pajak daerah khususnya yang ditangani Dinas Kbupaten Jember menurut 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasal 2 ( lampiran 2) 

Jenis-jenis Pajak Daerah terdiri dari : 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Meneral Bukan Logam dan Batuan; 
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g. Pajak Pajak; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

Hal yang paling fundamental dalam Perda No 3 Tahun 2011 dengan nama Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dipungut pajak atas kepemilikan, 

penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Sedangkan, PBB sektor 

perkebunan, perhutanan, danpertambangan masih tetap menjadi pajak pusat. 

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 daerah antara 

lain adalah: 

Pertama berdasarkan teori PBB-P2 lebih bersifat local ( local origin ), visibilitas, 

obyek pajak tidak berpindah-pindah ( immobile ), dan terdapat hubungan erat antara 

pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB-P2 

diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan sekaligus 

memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ). Ketiga, 

untuk meningkatkan pelayanan masyarakat ( public service ), akuntabilitas, dan 

transparansi dalam pengelolahan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktek di banyak 

negara, PBB-P2 atau Property Tax termasuk dalam jenis local tax.Bentuk kebijakan 

otonomi daerah dan desentralisasi  tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang 

Nomor 28 tahun 2009tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pasal 

180 angka 5 UU No. 28 Tahun  2009 ( lampiran 1)tentang Pajak Daerah dan 

Restribusi Daerah masa transisi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan menjadi pajak daerah adalah sejak tangal 1 Januari 2010 sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2013.Selama masa transisi tersebut, Pemerintah Kabupaten atau 

kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan 

perdesaan dan Perkotaan.Pengalihan ini memiliki manfaat bagi pemerintah daerah, 
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adapun manfaat tersebut adalah diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan 

asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten  

atau kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% dan BPHTP hanya 64%. Setelah 

pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke 

dalam kas pemerintah daerah. Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan 

pengelolahan PBB-P2 dan BPHTB pada akhir tahun 2013, daerah tersebut akan 

berpotensi kehilangan salah satu sumber pendapatan asli daerah karena pada saat itu 

pemerintah pusat sudah tidak boleh melakukan pemungutan terhadap kedua jenis 

pajak tersebut, sesuai dengan amanat pada pasal 180 Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, menjelang 

pelaksanaan penuh pengalihan pengelolahan PBB-P2 dan BPHTB, daerah dituntut 

untuk mempersiapkan diri. 

Namun pengalihan ini tidak serta merta meninggalkan bban bagi pemerintah 

daerah karena pengalihan ini tidak hanya mengalihkan tugas dalam menangani PBB-

P2 apalagi pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), nantinya juga 

menjadi kewenangan daerah untuk menerbitkannya, termasuk melakukan 

pembenahan kesalahan SPPT, seperti salah penulisan nama, letak dan penetapan. 

Tetapi juga menangani masalah tunggakan yang belum diselesaikan oleh pusat atau 

KPP Pratama karena tiap tahun pasti ada tunggakan. Dalam prakteknya, sosialisasi 

untuk menekan adanya tunggakan telah dilakukan namun karena kesadaran 

masyarakat yang sangat rendah. Kemudian, hasil penarikan PBB, yang masih 

digunakan oleh petugas pungut di tingkatkan desa, sebab dibeberapa tempat, ada 

sejumlah oknum yang menggunakan terlebih dahulu hasil penarikan PBB, hal ini 

yang menyebabkan munculnya tunggakan diman ini harus segera diselesaikan. Sebab 

apabila tunggakan ini terselesaikan, hasil pembayaran tunggakan ini merupakan 

penerimaan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan  daerah guna 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka memantapkan otonomi 

daerah. Sebenarnya tunggkan tidak terjadi selain jika penarikan tidak digunakan oleh 

petugas pemungut jika masyarakat mau membayar tepat waktu jika telah jatuh tempo, 
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sebab terkadang mereka menunda menunda pembayaran hingga terjadi tunggakan. 

Jika terjadi tuggakan maka mereka tidak membayar tunggakan tersebut, melainkan 

membayar pokoknya saja. Dimana seharusnya mereka segera membayar tunggakan 

tersebut. 

Pajak Bumi dan Bangunan akan sepenuhnya masuk ke pemerintah Kabupaten 

atau Kota, sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. 

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam PBB Pedesaan dan Perkotaan pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah menggunakan Official 

Assessment system dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah 

kabupaten jember untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Setiap jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatn Daerah Kabupaten Jember 

memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah kabupaten jember menetapkan 

target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda-beda sesuai dengan potensi 

yang dimiliki. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten jember 

tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember 

 

 

No 

 

Jenis 

pendapatan 

(a) 

Target 

Penerimaan 

(Rp) 

(b) 

 

Realisasi 

(Rp) 

(c) 

 

Prosentase 

(%) 

(d) 

 

Konstribusi 

(%) 

(e) 

1.  Pajak Hotel 2.200.000.000 3.309.254.720 150,42% 35,23% 

2.  Pajak Restoran 5.500.000.000 7.557.470.425 137,41% 15,42% 

3.  Pajak Hiburan 1.000.000.000 929.201.000 92,92% 1,25% 

4.  Pajak Reklame 4.750.000.000 5.408.722.902 113,87% 21,55% 

5.  Pajak 

Penerangan 
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Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015 

 

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak yang 

memiliki target penerimaan APBD paling tinggi, yaitu sebesar Rp. 

50.000.000.000,00. Akan tetapi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaanmemiliki prosentase 71,05% dari target penerimaan yang sudah ditentukan, 

hal tersebut mengakibatkan penerimaan PBB-P2 pada tahun 2014 rendah 

dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lainnya melebihi 100% dari target 

penerimaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kontribusi terhadap 

penerimaan kas daerah sebesar 3,28%. 

Pemerintah Kabupaten Jember dituntut untuk siap melaksanakan pelayanan, 

pendataan, penilaian, pengadminitrasian, pemeliharaan basis data, penetapan pajak 

jalan 40.500.000.000 44.850.483.224 110,74% 2,60% 

6.  Pajak Parkir 200.000.000 203.902.550 101,74% 5,72% 

7.  Pajak Air 

Tanah 

 

1.000.000.000 

 

387.032.998 

 

38,70% 

 

3,01% 

8.  Pajak Mineral 

Bukan Logam 

dan Batuan 

 

 

2.000.000.000 

 

 

642.938.651 

 

 

32,15% 

 

 

1,81% 

9.  Pajak Bumi 

dan Bangunan 

Pedesaan dan 

Perkotaan 

 

 

 

50.000.000.000 

 

 

 

35.523.880.818 

 

 

 

71,05% 

 

 

 

3,28% 

10.  Bea Perolehan 

Hak atas 

Tanah dan 

Bangunan 

 

 

 

17.000.000.000 

 

 

 

17.765.665.968 

 

 

 

104,50% 

 

 

 

6,5% 

 Jumlah 124.150.000.000 116.578.557.256 95,37% 100% 
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terutang, pemungutan dan penagihan, dll, yang terkait dengan pengelolahan PBB-P2 

bagi masyarakat wajib pajak di wilayah mereka masing-masing sesuai dengan amanat 

yang telah di tetapkan dalam undang-undang PDRD. Namun dalam pelaksanaan 

pengalihan serta pengolaan suatu jenis pajak dapat dipastikan akan terdapat sejumlah 

hambatan atau kendala. Kendala tersebut dapat bersumber dari sumber dari kesiapan 

instansi atau pemerintah daerah yang terkait menerima pelimpahan tersebut maupun 

faktor lain yang bersumber dari luar. Salah satu faktor yang menjadi hambatan atau 

kendala bagi Pemerintah Kabupaten Jemberadalah penyusunan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati tentang pengalihan PBB-P2 kepada Pemerintah Kabupaten/kota, 

sehingga PBB-P2 baru dialihkan ke Pemerintah Kabupaten Jember.dimana proses 

pemungutan telah menjadi tanggung  jawab Pemerintah Kabupaten Jember. 

 

Tabel 1.2 Target Penerimaan dan realisasi PBB-P2 pada Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember  pada Tahun 2014 s/d 2015 

Tahun Target ( Rp ) 

(a) 

Realisasi ( Rp ) 

(b) 

Persentase (%) 

(c) 

Keterangan 

(d) 

2014 50.000.000.000,00 35,523,880,818.00 71,05  

2015 50.000.000.000,00 983,209,042.00 1.97 Realisasi s/d 

tanggal 31 

januari 2015 

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015 

 

Dari data tersebut terlihat jumlah pendapatan pertahunnya di kabupaten Jember 

pada tahun 2014 s/d 2015 target yang telah ditetapkan mampu terealisasikan bahkan 

sedikit lebih banyak jumlah realisasi dibandingkan target yang ditentukan. Namun 

pada tahun 2015 sudah mampu memberikan masukan untuk Dinas Pendapatan 

meskipun belum sesuai target karena pendapatannya masih sampai bulan Januari. 
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Berdasarkan hal di tersebut di atas, penulis ingin membahas bagaimana proses 

pendaftaran PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dalam 

laporan Kerja Nyata penulis mengambil judul “ Prosedur Pendaftaran dan Penilaian 

Obyek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan ( PBB-P2 )”. 

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 pasal 14 ( Lampiran 3). 

Wajib Pajak melakukan pendaftaran obyek pajak, melakukan pendataan dan 

melakukan Penilaian obyek pajak PBB-P2. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan 

Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan( PBB-P2 ) dapat menunjang Pendapatan Asli 

Daerah ( PAD ) guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

di daerah. 

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah 

bagaimana Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak Baru atas Pajak Bumi 

dan Bangunan Pedesaan Perkotaan ( PBB-P2 ) pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata  

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

 Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur Pendaftaran 

dan Penilaian Obyek Baru atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan ( 

PBB-P2 ) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 

1.3.2  Manfaat Praktik Kerja Nyata 

Dari t pratik kerja nyata ini manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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a. Memperoleh pengalaman praktis tentang Prosedur Pendaftaran dan 

Penilaian Obyek Pajak Baru atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

Perkotaan  ( PBB-P2 ) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

b. Mendapatkan kesempatan langsung untuk mengaplikasikan ilmu dan 

wawasan yang diperoleh dibangku kuliah. 

c. Sebagai salah satu tugas akhir pelaksanaan Praktik Kerja Nyata. 

d. Mengetahui tindakan yang telah dilakukan untuk mengurangi masalah 

pendaftran dan penilaian obyek pajak 

e. Melatih diri agar peka dan tanggap menghadapi kondisi berbeda antara 

teori di bangku kuliah dengan kenyataan dilapangan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Prosedur  

Inilah beberapa definisi atau penjelasan pengertian prosedur menurut para ahli : 

Menurut Mulyadi (2001:5) mendefinisikan prosedur sebagai berikut: 
“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 
beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk 
menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 
berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur 
dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. 
Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan 
mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain”. 

Menurut Zaki Baridwan (1990:3) :  

“Prosedur merupakan urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa 
orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya 
perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi.” 

Menurut Richard F. Neuschel (1971) yang dikutip oleh  Yogiyanto (1996:4) 
mendefinisikan: 

“ Suatu prosedur adalah suatu urut-urutan kegiatan klerikal   ( tulis menulis ), 
biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, 
yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-
transaksi bisnis yang terjadi “. 

Karena prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal, sedangkan kegiatan klerikal 

terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku 

jurnal dan buku besar maka kegiatan yang dilakukan adalah : menulis, 

menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih (mensortasi), 

memindah dan membandingkan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

prosedur artinya bahwa suatu prosedur terdiri dari beberapa aturan yang menjadi satu 

kesatuan yang memiliki kertkaitan satu dengan lainnya. 
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2.2  Definisi dan Unsur Pajak 

2.2.1 PengertianPajak 

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rchmat Soemitro, 2011:1. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang ( yang 

dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal ( kontraprestasi ) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. 

Menurut Mardiasmo(2011:1) dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

Dari definisi tersbut, dapat disimpulkan bahwa Pajak memiliki unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang ( 

bukan barang ). 

2. Berdasarkan undang-undang 

Pajak dapat dipungut berdasarkan atau dengan kekuasaan undang-undang 

serta aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditujuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.2.2 Fungsi Pajak  

Menurut Yustinus (2010:9) terlihat dari berbagai definisi terdapat dua fungsi 

pajak, yaitu: 

1. Fungsi budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 
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2. Fungsi mengatur ( regulered ) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekosistem. 

 

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo ( 2011:7 )  adapun persyaratan pungutan adalah sebagai 

berikut: 

1. Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil ) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan memberikan hak bafi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, 

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 

Pertimbangan Pajak. 

2. Syarat Yuridis ( pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang) 

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

3. Syarat Ekonomis ( tidak menganggu perekonomian) 

Pungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

4. Syarat Finansial ( pungutan pajak harus efisien ) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemugutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5. Simtem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan pajak yang sederhana memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
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2.2.4  Dasar Teori Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011:3) Dasar Teori pemungutan pajak  adalah sebagai 

berikut : 

1. Teori Asuransi  

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi 

asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.  

2. Teori Kepentingan  

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan ( 

misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 

seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar. 

3. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu : 

• Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang. 

• Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil 

yang harus dipemuhi. 

4. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya  

5. Teori Asas Daya Beliarik  

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah 

tangga negara. Selanjutnya negara akan melanjutkan kembali ke masyarakat 

dalam bentuk pemeliharaan  kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian 

kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 
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2.2.5  Hukum Pajak 

 Hukum pajak menurutMardiasmo (2011:4) Ada 2 macam hukum pajak yakni 

: 

1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain 

keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak ( objek pajak ), siapa 

yang dikenakan pajak ( sujek ), berapa besar pajak yang dikenakan ( tarif ), 

segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya uang pajak, dan hubungan hukum 

antarapemerintah dan wajib pajak. 

2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tat cara untuk mewujudkan hukum 

materiil menjadi kenyataan ( cara melaksanakan hukum pajak mareriil ). 

Hukum ini memuat antara lain : 

a. Tata cara penyelenggaraan ( prosedur ) penetapan suatu utang 

pajak 

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para 

wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang 

menimbulkan utang pajak. 

c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan 

pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan 

keberatan dan banding. 

2.2.6 Tarif Pajak 

Tari Pajak menurut Mardiasmo(2011:9)Ada 4 macam tarif pajak yaitu sebagai 

berikut : 

1. Tarif sebanding/proporsional 

Tarif berupa persentasi yang tetap, terhadap berapapun jumlahyang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contoh : 

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 %. 
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2. Tarif Progresif 

Presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

Tabel 2.2 Tarif Lapisan Penghasilan Kena Pajak  

Contoh : Pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak 

orang pribadi dalam negeri 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5% 

Di Atas Rp. 50.000.000,00 s.d.  Rp. 

250.000.000,00 

15% 

Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 

500.000.000,00 

25% 

Di atas Rp. 500.000.000,00 30% 

Sumber : Mardiasmo, MBA.,Ak ( 2011:9 ) 

 Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi : 

a. Tarif progresif progresif : kenaikan presentasi semakin besar 

b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentasi tetap 

c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentasi semakin kecil 

3. Tarif Degresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai 

pajak semakin besar. 

4. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap ( sama ) terhadap berapapun jumlah 

yang dikenaipajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh : 

Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

nominal beberapapun adalah Rp.3.000,00 
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2.1 Pajak Daerah  

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuranr akyat. 

 Menurut Mardiasmo (2011:12), Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, 

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah  

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut 

Undang – undang No.28 tahun 2009 ( Lampiran 1 )antaralain : 

a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyaraka hukum 

yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurusur 

usan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagisebesar – besarnya 

kemakmuran rakyat. 

c. Badan, adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanu saha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, Badan Usaha Milik 
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Negara (BUMN), atauBadan Usaha ,Ilik Daerah (BUMD) dengannama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontra kinvestasi kolektif dan bentuk usaha. 

d. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

e. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah. 

2.2.2 JenisPajak Daerah 

Jenis – jenis pajak Daerah dibagi menjadi dua menurut Undang-undang Nomor 

28 tahun 2009 yaitu: 

1. Pajak Provinsi, terdiridari : 

a) Pajak Kendaraan Bermotor; 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d) Pajak Air Permukaan; dan 

e) Pajak Rokok. 

2. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari : 

a) Pajak Hotel; 

b) Pajak Restoran; 

c) Pajak Hiburan; 

d) Pajak Reklame; 

e) Pajak Penerangan Jalan; 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g) Pajak Parkir; 

h) Pajak Air Tanah; 

i) Pajak Sarang Burung Wallet; 

j) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; 

k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. 
 

 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


18 
 

 

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dab Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 PajakBumi dan 

Bangunann Perdesaan dan Perkotaan (Lampiran 3), yang selanjutnya disingkat PBB-

P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunann yang dimiliki, diakui, dan atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

2.3.2 Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

Menurut peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 pasal 9 Subyek PBB-

P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan atau 

memperoleh manfaat atas bangunan. 

2.3.3 Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 pasal 5 ayat (2) 

Obyek PBB-P2 adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usah perkebunan,perhutanan, dan pertambangan. 

2.3.4  Dasar Pengenaan Pajak Bumi dn Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

 Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 pasal 11 Dasar 

Pengenaan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai 

Jual Obyek Pajak (NJOP).  Besarnya NJOP ditetapkan perwilayah kecamatan 3 

tahun, kecuwali untuk wilayah tertentu yang berkembang pembangunannya 

mengakibatkan kenaikan NJOP yang cuku besar, maka penetapan NJOP dapat 

ditetapkan setahun sekali berdasarkan keputusan Bupan memperhatikan: 

a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yangterjadi secara 

wajar; 
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b. Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan 

atau metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara 

membandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya 

berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya; 

c. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai 

jual suatu obyek pajak dengan cara tersebut pada saat penilaian dilalukan, 

yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi pajak obyek tersebut; 

dan 

d. Nilai jual pengganti adalah suatu pendakatan/metode penentun nilai jual suatu 

obyek pajak yang berdasarkan pendekatan pada hasil produksi obyek pajak 

tersebut. 

 

Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 pasal 7 (2) besarnya Nilai 

Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar 

Rp. 10.000.000 untuk setiap wajib pajak. 

2.3.5 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

Menurut Peraturan Daerah Bupati Jember nomer 31 tahun 2012 Pasal 12 ( 

Lampiran 2) tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: 

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 

sebesar 0,110% per tahun; 

2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)sebesar 

0,205% per tahun; dan 

3. Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 

(sepuluh ribu rupiah) per tahun. 

 

Contoh : klasifikasi dan besarnya NJOP permukaan bumi tanah dengan SPPT atas 

nama IR. SUPRIYONO ( Lampiran 5 ) Blok 020 jalan Letjen Sutoyo Kelurahan 

Kebonsari dan Kecamatan Sumbersari dan Kode ZNT NR adalah termasuk kelas 
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bumi 070 dengan Nilai Jual Bumi 501.000 s/d573.000 maka besarnya NJOP 

permukaan bumi berupa tanah sebesar 573.000. 

 

2.2.6 Tata Cara Perhitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan 

Menurut Peraturan Daerah Bupati Jember nomor 31 tahun 20012 Pasal 

13Besaran pokok PBB-P2 terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif setelah 

dikurangi NJOPTKP dengan rumus berikut: 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x ( NJOP-NJOPTKP) 

 

2.2.7 Tata Cara Pemungutan PBB-P2  

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 tahun 2012 Tata cara Pemungutan 

PBB-P2 adalah sebagai berikut: 

1. Pendaftaran obyek pajak atau pemuktakiran data obyek PBB-P2 dilakukan 

oleh subyek atau wajib pajak dengan cara mengajukan permohonan dan 

mengisi fprmilir Surat Pemberitahuan Obyek pajak (SPOP) DAN Lembar 

Surat Pemberitahuan Obyek pajak (LSOP) secara jelas,benar, dan lengkap. 

2. LSOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari SPOP. 

3. Formulir SPOP atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disediakan 

dan dapat diperoleh dengan Cuma-Cuma di Dinas atau tempat-tempat lain 

yang di tunjuk. 

4. SPOP atau LSPOP harus ditandatangani. 

5. Pengembalian SPOP atau LSPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 

dilampiri dengan bukti-bukti pendukung. 

6. Dinas atau UPT. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 membuat 

laporan pengembalian SPOP atau LSPOP PBB-P2. 

7. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP dan  LSPOP sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 tercantum tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
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2.2.8 Tata Cara Pembayaran PBB-P2 

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 tahun 2012 Tata Cara 

pembayaran PBB-P2 adalah sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT atau 

SKPD. 

2. Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui; 

a. Pengembilan sendiri si UPT, pendapatan atau kelurahan atau Desa tempat 

obyek terdaftar atau tempat lain yang ditunjuk; 

b. Pengiriman melalui kantor pos atau disampaikan oleh parat UPT. 

Pendapatan atau Keraluhan atau Desa. 

3. Wajib pajak yang belum menerima SPPT dapat membayar  denda 

menunjukkan NOP SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya. 

4. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksdu dalam ayat 1 

harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanta SPPT 

oleh Wajib Pajak. 

5. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar 

atau kurang bayar, dikenakan denda admistrasi sebesar 2% (dua persen) 

sebulan dari jumlah pajak terutang yang tidak dibayar, yang dihitung dari saat 

jatuh temp sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 

24 ( dua puluh empat ) bulan. 

6. Pembayarn sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh wajib pajak 

melalui : 

a. Bank tempat pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk; dan  

b. Petugas pemungut. 

7. Bank tempat pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana 

dimaksud pada ayat 6 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

2.2.9 Pembagian Hasil Penerimaan PBB-P2  
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Menurut Darwin (2013;116) Pembagian hasil penerimaan PBB-P2 diatur dalam 

Pasal 18 Undang-undang PBB yang kemudian ditindak lanjuti dengan aturan 

pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembagian 

hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan penerimaan 

daerah. Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

34/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang pembagian hasil penerimaan PBB 

antara pemerintah pusat dan penerimaan daerah disebutkan bahwa hasil penerimaan 

PBB-P2 merupakan penerimaan negara dan sektor sepenuhnya ke rekening Kas 

Negara. Hasil penerimaan PBB-P2 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan 

imbangan sebagai berikut: 

1. 10% untuk pemerintah pusat yang kemudian dibagikan kepada seluruh daerah 

Kabupaten dan Kota yang ada di seluruh Kabupaten dan Kota ini didasarkan 

atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan 

sebagai berukut: 

a. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota. 

b. 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah Kabupaten dan Kota yang 

realisasi penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya untuk sektor Pedesaan 

dan Perkotaan mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang 

ditetapkan. 

2. 90% penerimaan daerah yang kemudian dibagi dengan imbangan sebagai 

berikut: 

a. 16,2% untuk daerah Provinsi yang disalurkan ke rekening Kas Umum 

Daerah Provinsi yang bersangkutan. 

b. 64,8% untuk daerah Kabupaten atau Kota yang disalurkan ke rekening kas 

umum daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. 

c. 9% untuk biaya pemungutan yang kemudian dibagi lagi antara Direktorat 

Jendral Pajak dan Pemerintah Daerah. 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM  

 

3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Sebelum diberlakukan otonomi daerah kabupaten Jember oleh 

pemerintah pusat kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

masih berada dibawah naungan sebuah sekretariat yang bernama Sub 

Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967 pengelolaannya masih 

bertanggung jawab dilingkungan sekretariat itu sendri. Pada waktu itu 

penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan masih 

terpecah-pecah dilinhkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan daerah 

sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) 

sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan berskala besar. Berarti 

kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar. 

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung 

dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam 

Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung 

jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dinas 

Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah 

Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. 

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung 

jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang 

administrasi melalui sekretaris daerah. 

3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen 

murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh 

seluruh elemen yang berkepentingan. Dinas Kabupaten Jember menggambarkan 

suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan 
23 
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citra yang diwujudkan,yaitu “Menjadikan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan 

dukungan masyarakat” 

 

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka 

ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember yaitu : 

a) Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah. 

b) Menciptakan sistem dab prosedur administrasi perpajakan yang tertib. 

c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah. 

d) Menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan 

daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya. 

 

3.2.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

a) Melaksanakan sosisalisasi tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah baik secara 

langsung maupun tidak langsung; 

b) Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan  

Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

c) Melaksanakan pemutakhiran database Objek / SubjekPajak Daerah; 

d) Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah; 

e) Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah; 

f) Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah / Retribusi Daerah; 

g) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah; 

h) Menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan / bimbingan teknis 

tentang Perpajakan Daerah; 

i) Melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah 

secara on-line; 
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j) Melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat 

(polling); 

k) Melaksanakan penyusunan dan / mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah / 

Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

 

3.3 Struktur  Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional 

untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan 

kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan 

aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan 

hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa. Terdapat empat elemen dalam 

struktur organisasi, yaitu: 

a. Adanya spesialisasi kegiatan kerja; 

b. Adanya standarisasi kegiatan kerja; 

c. Adanya koordinasi kegiatan kerja; 

d. Besaran seluruh organisasi. 

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah 

(DIPENDA) Kebupaten Jember adalah  struktur organisasi garis. Struktur ini 

disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing – masing bagian. 

Berikut bagan struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember: 

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah 

1. Kepala Dinas 

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekertaris Kabupaten. 

2. Sekretariat 

a) Tugas: Melaksanakan koordinasi surat menyurat,kepegawaian, keuangan, rumah 

tangga, perlengkapan, protocol, pengelolaan benda berharga,hubungan 
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masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program, 

pelaporan dan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas. 

b) Fungsi: 

1. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan  kegiatan Bidang-

bidang; 

2. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan      

pertanggungjawaban keuangan; 

3. Melaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; 

4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji 

pegawai dan inventarisasi ; 

5. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat 

dan kearsipan; 

6. Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat ; 

7. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas 

dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan; 

8. Mencatat penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga; 

9. Pelaporan realisasi 

 

3.5  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a) Tugas: Melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan pelaporan 

penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian,serta tugas lain 

yang diberikan oleg sekertaris. 

b) Fungsi:  

1) Pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan urusan 

rumah tangga dan protokol; 

2) Penyusunan rencana kebutuhgan barang inventaris dan benda berharga; 

3) Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang 

inventaris dan benda berharga lainnya; 
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4) Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang 

inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode 

barang; 

5) Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang 

inventaris dan benda berharga lainnya; 

6) Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang 

yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas; 

7) Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara 

periodik serta menyusun perhitungan/ pertanggung jawaban pengurusan barang; 

8) Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data 

kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, 

pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, 

pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas;  

9) Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, 

kesejahteraan dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas. 

 

3. Sub Bagian Perencanaan dan Program 

a) Tugas: Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, 

laporan,dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

b) Fungsi: 

1) Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik 

anggaran belanja langsung maupun tidak langsung; 

2) Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan;  

3) Perencanaan terhadap pendapatan daerah; 

4) Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak; 

5) Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya; 

6) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas; 
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7) Analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan sebagai 

bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

4. Sub Bagian Keuangan 

a) Tugas: Melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh 

sekretaris. 

b) Fungsi: 

1) Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak 

langsung; 

2) Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan 

dan belanja Dinas; 

3) Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi; 

4) Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai; 

5) Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta 

biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas; 

6) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan; 

7) Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke 

Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP);  

 

5. Pembinaan administrasi keuangan. 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

a) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas 

dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai 

wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa Kecamatan, melaksanakan tugas 

pembantuanberdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas 

yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

b) Kelompok Jabatan Fungsional 

c) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
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6. Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1) 

a) Tugas: Melaksanakan penyusunan program perencanaan teknis pendataan dan 

pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta 

melaksanakan pengumpulan vahan dalam rangka menyususn materi dan metode 

penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya 

dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

b) Fungsi: 

1) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ 

Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga); 

2) Pembuatan daftar Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), menyimpan surat perpajakan dan 

retribusi daerah; 

3) Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta 

petunjuk kepada unit penghasil dilingkup Dinas. 

Bidang Pendataan dan Penyuluhan terdiri dari : 

a) Seksi Pelayanan 

1) Tugas: Penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta pembinaan 

dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan 

Penyuluhan. 

2) Fungsi: Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan 

pendaftaran Obyek dan Wajib Pajak Daerah, Penyiapan formulir pendaftaran 

Wajib Pajak Daerah, Penyampaian formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak 

setelah dicatat dalam buku dan daftar formulir pendaftaran, Pemrosesan dan 

penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Penyampaian Nomor 

Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada Wajib Pajak Daerah, Pelaksanaan 

dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 

b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
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1) Tugas: Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian, 

dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen 

perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan 

Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan 

teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP 

dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib 

Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat 

Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), dan 

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan. 

2) Fungsi: Penghimpunan dan mencatat data Objek Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah,  Penelitian dan pencocokan  data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

di lapangan/ lokasi dan melaporkan hasilnya, pendistribusian serta penerimaan 

kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak Daerah dan Wajib 

Retribusi Daerah, Pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, pencatatan nama dan 

alamat calon Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran 

Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan Nomor Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD), pemrosesan hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan 

penerbitan perijinan, penerbitan perijinan sesuai dengan peruntukannya, Penyusunan 

laporan pelaksanaan tugas. 

 

c) Seksi Penyuluhan 

1) Tugas: Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta 

pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Pendataan dan Penyuluhan. 

2) Fungsi: Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan 

metode penyuluhan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan 

daerah lainnya, melaksanakan kegiatan penyulihan, Mengkoordinasi kegiatan 
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penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember, menyusun laporan pelaksanaan tugas 

sebagai bahan pertanggung jawaban. 

 

7. Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2) 

a) Tugas: melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta verifikasi 

jumlah pajak daerah dan retribusi daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat 

Rekreasi dan Olah Raga) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

b) Fungsi: Pelaksanaan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah), Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, dan Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang 

berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

 

 

Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari : 

a) Seksi Perhitungan 

1) Tugas: melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi jumlah 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan 

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi. 

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perhitungan mempunyai fungsi 

meliputi, Perencanaan program dan kegiatan perhitungan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Pelaksanaan perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Pelaksanaan sosialisasi tata cara perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Pelaksanaan perhitungan kembali Pajak Daerah terhutang atas permohonan Wajib 

Pajak, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil perhitungan Pajak Daerah, 

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban. 

b) Seksi Penetapan dan Legalisasi 
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1) Tugas: Melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi 

jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) 

dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi. 

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penetapan dan Legalisasi 

mempunyai fungsi meliputi, Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, program dan 

kegiatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan 

kebijakan sistem penerbitan Surat Ketatapan Pajak Daerah dan Retribusi, penerbitan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPDKB) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), pendistribusian dan 

mengarsipkan surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan 

penetapan, penerbitan surat ijin angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya, 

penyusunan daftar penerbitan SKPD dan SKRD, Legalisasi benda-benda berharga 

yang diperlukan sebagai sarana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah,legalisasi terhadap objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan penyusunan 

laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban. 

 

c) Seksi Verifikasi 

1) Tugas: Melaksanakan verifikasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi. 

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Verifikasi mempunyai fungsi 

meliputi, Melakukan verifikasi administrasi, baik dalam rangka pengajuan 

maupun petetapan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemeriksaan lokasi 

/verifikasi lapangan (Verlap) terhadap keberadaan obyek Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, baik dalam rangka validasi guna peningkatan pendapatan 

maupun pelayanan perubahan (keringanan, keberatan dan penghapusan/ 

pembebasan/ atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Inventarisasi dan pemeriksaan setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan Pajak 
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Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya, 

Penyusuanan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban. 

 

8. Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3) 

a) Tugas: Melaksankan operasional penagihan dalam rangka intensifikasi dan 

ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa 

dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta pendapatan daerah lainnya 

dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

b) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan dan Keberatan 

mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan operasional penagihan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah serta menghimpun, mengkoordinasikan penerimaan Bagi 

Hasil Pajak / Bukan Pajak dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, 

Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka 

mengoptimalkan pendapatan daerah dan Pelaksanaan penerimaan Bagi Hasil 

Pajak/ Bukan Pajak dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

 

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari: 

a) Seksi Penagihan PBB-P2, BPHTB dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 

1)  Tugas: Melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, 

mengkoordinasikan PBB-P2, BPHTB dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan tugas 

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan. 

2)  Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan PBB-P2, BPHTB dan 

hasil pajak / bukan Pajak mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rencana program 

dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan kebijakan penagihan terhadap 

PBB-P2 dan BPHTB, Penerbitan surat tagihan PBB-P2 yang telah melampaui batas 

akhir pembayaran, Penerbitan surat tagihan BPHTB kurang bayar, Penyusunan 

sistem dan prosedur penagihan PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Pelaksanaan 

koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan 
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penagihan PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Penatausahaan piutang PBB-P2 dan 

BPHTB kurang bayar, Pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan penagihan PBB-P2 

dan BPHTB, Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun 

pemungutan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan koordinasi Rencana Penerimaan 

(Renpen) dan pencairan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dengan Pemerintah Provinsi 

maupun Pusat, Penyiapan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan 

pemungutan serta proses pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, 

Pelaksanaan rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan 

Pajak dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, Inventarisasi dan mendokumentasikan 

surat-surat serta dokumen pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan 

Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan PBB-P2, BPHTB dan 

realisasi pencairan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak. 

 

 

b) Seksi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya 

1)  Tugas: Melaksanakan kegiatan pendistribusian surat-surat/ dokumen yang 

berhubungan dengan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah 

Lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan 

Keberatan. 

2)  Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan Retribusi Daerah dan 

Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi. Penyusunan rencana program dan 

kegiatan penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan 

kebijakan penagihan terhadap Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, 

Penyusunan sistem dan prosedur penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah 

Lainnya, Penerbitan surat tagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya yang 

telah melampaui batas akhir pembayaran/ batas waktu jatuh tempo, Pelaksanaan 

kegiatan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, 

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah 
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dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan penatausahaan piutang Retribusi Daerah dan 

Pajak Daerah Lainnya. 

c) Seksi Keberatan dan Angsuran 

1) Tugas: Melaksanakan kegiatan pendistribusian surat-surat/ dokumen yang 

berhubungan dengan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah 

Lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan 

Keberatan. 

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Keberatan dan Angsuran Lainnya 

mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rumusan kebijakan pertimbangan dan 

keberatan pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta 

penerimaan lain-lain, Pelaksanaan kebijakan pertimbangan dan keberatan 

pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta 

penerimaan lain-lain, Pelaksanaan pemberian layanan Restitusi Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain. 

 

9. Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian (Bidang 4) 

a) Tugas: Melaksanakan melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai 

realisasi penerimaan pendapatan daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan 

pengendalian terhadap obyek pendapatan daerah, melaksanakan mediasi terhadap 

penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta permasalahan pengelolaan sarana 

prasarana pemerintah kabupaten yang dikelola Dinas Pendapatan serta melaksanakan 

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

b) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bidang Pengembangan 

Pendapatan dan Pengendalian mempunyai fungsi meliputi, Pencatatan mengenai 

penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan 

daerah secara berkala, Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam 
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rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan 

satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penertiban obyek Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah dan Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka 

mediasi terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah serta penyelesaian permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah 

Raga dan Balai Serba Guna, Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam 

rangka peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian terdiri dari: 

a) Seksi Ektensifikasi Pendapatan 

1) Tugas: Melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan 

daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan 

Pengendalian. 

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Ekstensifikasi Pendapatan 

mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rencana pendapatan daerah, rencana 

ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Penyusunan rencana program dan 

kegiatan penerimaan Bagi Hasil Pajak, Penyusunan pedoman petunjuk teknis dan 

petunjuk pelaksanaan pemungutan dari sumber penerimaan lain-lain yang sah, 

Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sumber pendapatan daerah. 

 

b) Seksi Pengendalian dan Penertiban 

1) Tugas: Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, penertiban 

terhadap subyek/ obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaksanakan 

mediasi penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

serta permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai 

Serba Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan 

Pengendalian. 

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengendalian dan Penertiban 

mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan 

intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
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Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap 

Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai 

perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

rangka penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan. 

 

c) Seksi Pembukuan dan Pelaporan 

1) Tugas: Merlaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, penertiban 

terhadap subyek/ obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaksanakan 

mediasi penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

serta permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai 

Serba Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan 

Pengendalian. 

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pembukuan dan Pelaporan 

mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan 

intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap 

Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai 

perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban 

pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

3.6 Personalia 

3.5.1 Hari dan Jam Kerja 

Jam kerja yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

adalah sama untuk semua pegawai, yaitu: 
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Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember. 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 07.15 - 15.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB 

Jum’at 07.15 - 15.00 WIB 11.00 - 13.00 WIB 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015 

 

3.5.2 Daftar Hadir 

Daftar hadir biasanya digunakan untuk mengabsen para pegawai di instansi - 

instansi. Di kantor Dinas Pendapatan Daerah terdapat daftar hadir pegawai tetap dan 

honorer yaitu daftar hadir kerja. Tapi pada saat ini daftar hadir dan absen diganti 

dengan absen secara otomatis menggunakan sidik jari, yang disebut checklock. Daftar 

hadir ini digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan bagi para pegawai Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 
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BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA 

 

4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk 

memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md ), khususnya di bidang perpajakan. Dengan 

adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan 

Praktek Kerja Nyataatau Magang apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 

100 sks dari jumlah total 114 sks yang harus diselesaikan. 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik Negara 

maupun perusahaan milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi 

yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan 

program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. 

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, 

antara lain: 

1. Pembekalan 

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan 

yang diberikan oleh pihak Fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek 

Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan 

ini wajib diikuti oleh mahasiwa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata; 

2. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata 

diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata 

yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat 

yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi 

Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan; 
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3. Observasi 

Observasi di lokasi Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan sebelum memberikan 

proposal kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima, maka selanjutnya 

memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada 

instansi; 

4. Surat Balasan 

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi telah 

menerima mahasiswa untuk magang dan suratt ersebut di berikan kepada pihak 

fakultas di bagian Prodi D3 Perpajakan; 

5. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang 

dimaksud. 

 

4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Paktek Kerja Nyata dilakukan di  Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember yang berlokasi di Jalan Jawa No. 72 Jember. 

 

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu 

dimulai dari tanggal 01 September sampai dengan 30 September 2014 di Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di 

Dinas pasar Kabupaten Jember yaitu: 

 

Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

HariKerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 07.15 - 15.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB 
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Jum’at 07.15 - 15.00 WIB 11.00 - 13.00 WIB 

SabtudanMinggu Libur Libur 

 

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu 

dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.Dilakukan dengan metode interview atau 

dengan mengadakan komunikasi Tanya jawab langsung denganp ihak yang 

bersangkutan khususnya dalam menangani bidan gretribusi.Selain itu juga tidak lepas 

dari beberapa panduan berupabuku-buku, Undang-Undang Perpajakan khususnya 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sertas umber- sumber lainnya 

 

4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

4.3.1 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  yang 

dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini: 

 

Tabel 4.3 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil kegiatan 

(1) (2) (3) 

Minggu 

pertama 

Tanggal 16 

februari s/d 20 

februari 2015 

a. Menemui bu Siti di bagian TU 

agar di arahkan ke bidang yang 

telah ditentukan. Saya di 

tempatkan pada Bidang 

Penetapan dan Verifikasi 

 

Penulis dapat mengenal 

lingkungan kerja pada 

Dinas Pendapatan 

Kabupaten Jember  
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 b. Perkenalan dan penjelasan dari 

kepala Bidang Penetapan dan 

Verifikasi dan penempatan 

ruang bagi peserta PKN 

1. Bu Tita Fajar  selaku 

kepala Bidang 

Penetapan dan 

Verifikasi 

2. Pak Yhoni Restian 

selaku Kasie 

Verifikasi 

3. Bu Mega Wulandari 

selaku kasie 

penetapan  

 

 c. Bertugas pada bagian pelayanan 

pengambilan berkas SSPD-

BPHTB yang sudah di verifikasi 

dan di validasi oleh tim di 

bidang penetapan dan verifikasi. 

 

1. Mendapatkan arahan 

dari pak Mulyono 

selaku staf pelayanan 

berkas BPHTB  

2. Mengetahui sistem 

kerja di bidang  

pelayanan pada 

bidang Penetapan dan 

Verifikasi 

 

 d. Menyetempel berkas yang 

sudah di validasi dan 

memisahkan berkas SSPD-

BPHTB yang akan diberikan 

kepada wajib pajak serta meng-

entry data wajib pajak  

1. Lembar SSPD-

BPHTB lembar 

1,3,dan 5 di berikan 

kepada wajib pajak 

2. Lembar SSPD-

BPHTB lembar 2,4, 

dan 6 di jadikan 
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berkas oleh dinas 

pendapatan daerah 

kabupaten jember  

 

Minggu kedua  

Tanggal 23 

februari s/d 28 

februari 2015 

a. Mempelajari perundang-

undangan  khusus topik yang 

akan di ambil untuk Laporan 

PKN  dan mencari data tentang 

gambaran umum Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember  

1. Mengetahui dasar 

hukum perpajakan 

2. Memperoleh data 

tentang gambaran 

umum Dinas 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

sebagai bahan 

Laporan PKN  

 

 b. Dipindahkan tempat pada 

bagian memverifikasi pengajuan 

data BPHTB  

 

1. Mendapatkan arahan 

tentang verifikasi 

BPHTB dari pak 

Bambang  

2. Dapat memahami 

prosedur yang 

dilakukan saat 

melakukan verifikasi 

berkas yang diajukan 

wajib pajak untuk di 

teliti kebenaran data 

 

 c. Mempelajari dan bertanya -

tanya tentang pajak yang 

Mendapat gambaran 

tentang bahan yang akan 
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dikelola oleh Dinas  Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember 

 

 

dijadikan laporan PKN 

 d. Mempelajari tatacara yang 

dilakukan saat validasi BPHTB 

serta mengoreksi berkas yang 

telah di verifikasi setelah itu 

pemberian nomor urut berkas 

 

Dapat mengetahui 

langkah-langkah berkas 

yang akan di validasi 

sebelum  di berikan 

kepada wajib pajak  

 e. Verifikasi lapangan bersama tim 

Verlap  ke Mumbulgarden 

1. Bersama Bapak 

Yhoni Restian dan 

tim menuju 

Mumbulgarden 

2. Memahami bagai 

mana tatacara saat 

verifikasi lapangan  

 

Minggu ketiga 

Tanggal 2 

maret s/d 6 

maret 2015 

a. Bertugas di bagian verifikasi 

BPHTB 

Dapat memahami 

permasalahan yang di 

hadapi saat 

memverifikasi data. 

Seperti permasalahan 

jual-beli, hibah, waris, 

APHB, lelang 

 

 b. Membantu menyatat porporasi 

karcis kendaraan roda dua dan 

Dapat memahami pajak 

yang ditangani di bidang 
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roda empat  Penetapan dan verifikasi  

 

 c. Membuat laporan verifikasi 

pajak reklame  

Dapat memahami pajak 

yang ditangani di bidang 

Penetapan dan verifikasi  

 

 d. Melengkapi data yang 

diperlukan untuk laporan PKN  

Menambah kekurangan 

bahan yang diperlukan 

sebagai pembuatan 

laporan PKN 

 e. Bertugas di bagian validasi data 

BPHTB 

Dapat mengetahui 

langkah-langkah berkas 

yang akan di validasi 

sebelum  di berikan 

kepada wajib pajak  

 

Minggu 

keempat 

Tanggal 9 

maret s/d 13 

maret 2015 

a. Bertugas di bagian verifikasi 

BPHTB dan validasi data 

BPHTB 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dapat memahami 

permasalahan yang di 

hadapi saat 

memverifikasi data. 

Seperti permasalahan 

jual-beli, hibah, waris, 

APHB, lelang 

 

 b. Membuat surat berita acara 1. Ibu Mega Wulandari 
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tentang PBB-P2  selaku kasie 

penetapan 

2. Memahami tatacara 

pembuatan SKPDLB 

PBB-P2 

 

 c. Membuat SKPDLB PBB-P2 

 

 

 d. Melengkapi data yang 

diperlukan untuk laporan PKN  

Menambah kekurangan 

bahan yang diperlukan 

sebagai pembuatan 

laporan PKN 

 

Minggu 

kelima 

Tanggal 16 

maret 2015 

a. Bertugas di bagian 

verifikasi BPHTB dan 

validasi data BPHTB 

1. Dapat memahami 

permasalahan yang di 

hadapi saat 

memverifikasi data. 

Seperti permasalahan 

jual-beli, hibah, waris, 

APHB, lelang 

2. Dapat mengetahui 

langkah-langkah 

berkas yang akan di 

validasi sebelum  di 

berikan kepada wajib 

pajak 

 

 b. Membuat laporan verifikasi Dapat memahami pajak 
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pajak reklame yang ditangani di bidang 

Penetapan dan verifikasi  

 

 c. Membantu menyatat 

porporasi karcis kendaraan 

roda dua dan roda empat  

Dapat memahami pajak 

yang ditangani di bidang 

Penetapan dan verifikasi  

 

 d. Perpisahan dengan para staf 

pegawai bidang penetapan 

dan verifikasi pada dinas 

pendapatan daerah 

kabupaten jember 

1. Selesai melaksanaka 

Praktek Kerja Nyata 

yang di lakukan di 

Dinas pendapatan 

daerah kabupaten 

jember.  

2. Berterima kasih 

kepada kepalabidang 

penetapan dan 

verifikasi dan para 

pegawai yang ada di 

bidang 2 

 

 

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis  setelah melaksanakan Kegiatan 

Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan 

kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan; 

b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang 

telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik; 
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c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) ke akademik; 

d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN). 

 

4.4 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

4.4.1 Pengalihan pengelolahan Pajak Bumi dan Bnagunan Pedesaan dan Perkotaan 

dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui undang-undang 

nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah 

diberikan kewenangan untuk memungut pajak. Salah satunya adalah terdapat 

perubahan tentang pengalihan pengelolahan pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan ( PBB-P2 ) dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah. 

Pengalihan ini terdapat beberapa pertimbangan,antara lain: 

1. Secara konseptual, PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah karena bersifat 

lokal, obyek pajak tidak berpindah-pindah dan terdapat hubungan erat 

antara membayar pajak dan yang menikmatihasil pajak tersebut; 

2. Pengadilan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan memperbaiki struktur APBD; dan 

3. Pengadilan PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan kepada 

masyarakat dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitasi dalam 

pengelolahannya. 

Pengalihan pengelohan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dari 

pemerintah kepada pemerintah daerah adalah merupakan suatu bentuk tindak 

lanjut kebijakan ekonomi daerah dan disentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan 

tetentu dituangkan kedalam undang-undang nomer 28 tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan pengalihan ini maka kegiatan 

proses pendapatan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan 

atau pengalihan dan pelayanan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah ( Kabupaten/kota ) 
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dan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

sepenuhnya akan masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan 

mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. 

  Tujuan pengalihan ini menjadi pajak daerah sesuai dengan undang-
undnag pajak daerah dan retribusi daerah adalah: 
a. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk menegakkan pungutan 

baru ( menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah ); 

b. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi 

dengan memperluas basis pajak daerah; 

c. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan 

pengaturan pada daerah; 

d. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otono mi daerah; dan 

e. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak. 

  Menurut peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam 

negeri, banyak pihak yang berperan dalam pengalihan ini salah satunya 

pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bertugas dan 

bertanggung jawab menyiapkan: 

1. Sarana dan prasarana; 

2. Struktur organisasi dan tata kerja; 

3. Sumber daya manusia; 

4. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan SOP; 

5. Kerja sama dengan pihak terikat antara lain : kantor pelayanan pajak, 

perbankkan, kantor pertanahan, dan notari dan pejabat pembuat tanah;dan 

6. Pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat. 

  Dan untuk waktu pengalihan pengelolahan PBB-P2 diberlakukan paling 

lambat tanggal 31 Desember 2013,sehinnga PBB-P2 menjadi pajak daerah 

berlaku mulai 1 Januari 2014 dimana seluruh pengolahan PBB-P2 menjadi 

tanggung jawab daerah. Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan ini 

maka akan berpotensi kehilangan salah satu sumber pendapatan asli daerah 
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karena pada saat itu pemerintah pusat tidak boleh melakukan pemungutan. Agar 

tercipta kelancaran dalam pengelolahan PBB-P2, pemerintah kabupaten atau kota 

harus memperhatikan hal-hal tersebut; 

a. Kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinamabungan dan 

keseimbangan antar wilayah; 

b. Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat; 

c. Menjadi kualitas pelayanan kepada wajib pajak; dan 

d. Akurasi data subyek dan obyek pajak dalam SPPT tetap terjaga  

  Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk 

kepemerintah daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumblah 

pendapatan asli daerah dengan diberlakukannya pengalihan ini yang dimulai 1 

Januari 2011 dan dilaksanakan keseluruh daerah paling lambat 1 januari 2014, 

saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya 

mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan 

daerah PBB-P2 akan masuk ke dalam khas pemerintah daerah.  

  Pengalihan PBB-P2 tugas pemerintah daerah akan bertambah, salah satunya 

adlah pembuatan surat pemberitahuan pajak terutang ( SPPT ) dan juga menjadi 

kewenangan daerah untuk menerbitkannya termaksud melakukan pembenahan 

kesalahan SPPT apabila wajib pajak kebertaan dengan apa yang sudah diterbikan 

oleh pemerintah daerag yang tertuang didalam SPPT dengan berpendapat bahwa 

luas obyek bumi dan atau bangunan, klasifikasi obyek pajak dan ataun bangunan 

dan penetapan pengenaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 
4.4.2 Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek pajak Baru di Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember. 

  Hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata ( PKN ) merupaka bentuk nyata dari 

pelaksanaan PKN yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada Dinas 

Pnedapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun bidang-bindang yang ada di Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut: 
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1. Bidang Pendataan dan Pelayanan 

Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan 

dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan retribusi daerah, 

pengelolahan data serta penyajian informasi pajak daerah atau retribusi daerah 

serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang perpajakan daerah, dan 

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

2. Bidang Penetapan dan Verifikasi  

Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, 

dan penetapan pajak daerah atau retribusi daerah serta melaksanakan 

verifikasi administrasi dan atau lapangan atas materi penetapan pajak daerah 

atau retribusi daerh dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

3. Bidang penagihan dan keberatan  

Bidang penagihan dan keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan pajak 

daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

4. Bidang pembukuan dan pengendalian  

Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan 

dibidang pembukuan dan pengendalian operasional, yang meliputi 

pengawasan operasional pemungutan penertiban obyek pajak pelaksanaan 

pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak daerah atau retribusi 

daerah bagi hasil pajak atau buka pajak dan lain-lain pendapatan daerah yang 

sah serta benda berharga dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 

Menurut Mega Wulandari,S.STP. Selaku Kasie Penetapan dan Legalisasi 

mengatakan bahwa prosedur pendaftaran dan penilaian obyek pajak baru atas pajak 

bumi dan bangunan sudah termasuk dengan Pendaftaran, Pendataan, dan Penialian 

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dari hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan PKN yang dilakukan dengan cara 

terjun langsung pada bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkaitan dengan 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


52 
 

judul “Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. 

 

4.4.2 Struktur Organisasi 

Bagan 4.4 Struktur Organisasi Bidang Penetapan danVerifikasi (Bidang 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2014 

 

Penjelasan Struktur Organisasi Bidang Penetapan danVerifikasi (Bidang 2) sebagai 

berikut: 

a. Kabid Penetapan danVerifikasi 

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan 

operasional pembuatan rekapitulasi laporan pajak, serta membina, mengelola dan 

mengembangkan masing–masing pajak yang ditangani. 

Kabid.Penetapan dan Verifikasi 

TITA FAJAR ARIATININGSIH, S.H., M.M. 

NIP. 19710704 199803 2 006 

 

Kasie Penetapan dan Legalisasi 

MEGA WULANDARI, S.STP 

NIP. 19860922 2004122001 

KasieVerifikasi 

YHONI RESTIAN, S.SoS 

NIP. 19760325 200901 1 001 
 

Staf Penetapan dan Verifikasi 
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b. Kasie Penetapan danVerifikasi 

Mempunyai tugas membuat rekapitulasi laporan pajak dan pembuatan dokumen, 

serta mengawasi jalannya arus dokumen. 

 

 

c. Kasie Penetapan dan Legalisasi 

Mempunyai tugas pembantu pembuatan rekapitulasi pajak dan pembuatan 

dokumen arus pajak yang terjadi pad amasing–masing pajak yang ditangani. 

d. Staf 

Mempunyai tugas sebagai penjala dari pekerjaan kasie masing–masing sesuai 

dengan pajak yang ditangani. 

 

4.5 Wajib Pajak, Subjek dan Objek PBB P2  

 Beberapa terminologi yang ada dalam Undang-undang PBB yang perlu 

diketahui, yaitu sebagai berikut: 

a) Bumi  

Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi 

yang ada dibawahnhya. 

Pengertian permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta 

laut wilayah indonesia 

b) Bangunan 

Yang dimaksud dengan Bangunan adalah kontrusi teknik yang ditanam 

atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 

 Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : 

- Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, 

pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan 

dengan kompleks bangunan tersebut; 

- Jalan Tol; 
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- Kolam Renang; 

- Pagar Mewah; 

- Tempat Olahraga; 

- Galangan Kapal, dermaga; 

- Taman Mewah; 

- Tempat Penampungan/kilang minyak, air dan gas,pipa minyak; 

- Fasilitas lain yang memberikan manfaat; 

 

c) Nilai Jual Obyek Pajak 

Yang dimaksud nilai jual obyek pajak adalah harga rat-rata yang 

diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana 

tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan  

melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis,atau nilai 

perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti. 

 Penjelasan : 

- Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatu 

pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara 

membandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya 

berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. 

- Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual 

suatu obyek pajak dengan cara menhitung seluruh biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan , yang 

dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik obyek tersebut. 

- Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual 

suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak tersebut. 

d) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak  
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Yang dimaksudkan dengan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah 

Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek 

pajak menurut ketentuan undang-undang. 

 
e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  

Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat 

yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan 

besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. 

4.5.1 Wajib Pajak 

Wajib Pajak adalah Subjek pajak yang telah melekat hak dan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

4.5.2 Subyek Pajak 

  Yang menjadi subyek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang 

secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 

bumi, dan/atas memiliki,menguasai,dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

 Subjek PBB belum tentu merupakan wajib PBB. Subyek PBB  baru 

merupakan wajib PBB kalau telah memenuhi syarat-syarat obyektif, yaitu 

mempunyai  obyek PBB yang dikenakan pajak. Merupakan obyek yang dikenakan 

pajak berati mempunyai hak atas obyek yang dikenakan pajak, memiliki,menguasai 

atau memperoleh manfaat atas obyek  memiliki,menguasai,maupun memanfaatkan 

bumi dan/atau bangunan. Dan subyek pajak badan adalah PT. 

Obyek Pajak Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.Baik bumi 

maupun bangunan telah ditentukan klafikasinya oleh Menteri Keuangan atas 

wewenang undang-undang. Didalam menentukan klafisikasi bumi/tanah terdapat 

faktor-faktor  yang harus diperhatikan yaitu: 
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- Faktor letak; 

- Faktor peruntukan; 

- Faktor pemanfaatan; 

- Faktor kondisi lingkungan; dan  

- Lain-lain. 

Sedangkan untuk menentukan klasifikasi bangunan, faktor-faktor yang 

diperhatikan adalah: 

- Faktor bahan yang digunakan; 

- Faktor letak; 

- Faktor kondisi; 

- Lain-lain 

 Dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.04/1998 tanggal 18 

Desember 1998 sebagaimana terlampir, telah ditentukan adanya klasifikasi, 

penggolongan dan ketentuan Nilai Jual Bumi dan Bangunan. 

 Untuk permukaan bumi ( tanah )  telah diklasifikasi menjadi dua kelompok 

yaitu kelompok A dan kelompok B, yang masing-masing kelompok terdiri atas 50 

kelas. Untuk kelompok A Nilai Jual Obyek tertinggi sebesar Rp. 3.100.000/m2  dan 

terendah sebesar Rp. 140/m2. Untuk kelompok B Nilai Jual tertinggi sebesar Rp. 

68.545.000/m2 dan terendah sebesar Rp. 3.375.000/m2. Demikian pula halnya untuk 

bangunan juga dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok A dengan Nilai Jual 

bangunan  sebesar RP. 1.200.000/m2 dan kerendah sebesar Rp. 50.000/m2 , sedangkan 

untuk kelompok B dengan Nilai Jual bangunan tertinggi sebesar Rp. 15.250.000/m2 

dan terendah sebesar Rp. 1.516.000/m2. 

4.5.3 Pengecualian Obyek Pajak 

Dalam pasal 3 ayat 1 telah disebutkan obyek pajak yang tidak dikenakanPBB ,yaitu 

obyek pajak: 
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a. Yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang 

ibadah,sosial kesehatan,pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

b. Yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 

dengan itu; 

c. Yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negar belum 

dibebani suatu hak; 

d. Yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asa 

perlakuan timbul balik; dan 

e. Yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

Dari ketentuan diatas benar dengan jelas bahwa bumi dan bangunan yang 

nyata-nyata digunakan untuk kepentingan umum dan yang dimaksudkan tidak 

untuk memperoleh keuntungan,didebaskan dari pengenaan pajak. 

 Yang dimaksud dengan tidak untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa 

obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dann yata-nyata tidak 

ditunjukan untuk mencari keuntungan. 

 Hal dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang, sosial, kesehatan, 

pendidikan, dan kebudayaanc nasional tersebut.Termasuk dalam pengertian ini adalah 

hutan wisata milik Negara sesuai dengan pasal 2 UU No. 5 Tahnu 1967 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. 

Contoh: 

- Pesantren atau sejenis dengan itu; 

- Madrasah; 

- Tanah wakaf 

- Rumah sakit umum 
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 Selain itu ditentukan pula bahwa obyek pajak tertentu yang digunakan oleh 

negara untuk penyelenggaraan pemerintah akan ditentukan dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 Oleh karena itu PBB merupakan pajak negara yang sebagian besar 

penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk 

penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, maka wajar apabila Pemerintah Pusat juga ikut membiayai fasilitas tersebut 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 

 Undang-undang tentang pokok-pokok Agraria ( UU No. 5 Tahun 1960 ) setiap 

harta tak bergerak, baik berupa tanah maupun berupa bangunan, harus memiliki 

sertifikat yang menerangkan siapa yang mempunyai hak, hak apa yang dimiliki, letak 

tanah/bangunan, luasnya, nomer hak, surat ukur dan sebagainya yang dimiliki. Dalam 

pendataan obyek pajak, maka subyej yang memiliki, atau mempunyai hak atas obyek, 

menguasai atau memperoleh manfaat dari obyek, PBB, wajib mendaftarkan obyek 

pajak, dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan mengirimkan 

ke Kantor Inspeksi tempat letak obyek kena pajak (Ps 9 ayat 1 UU PBB). Data yang 

harus didaftarkan dapat dilihat pada Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP). 

Dengan kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak 

dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 

ayat (4) huruf a untuk tentang gerilya, atau janda/dudanya, 

a. Obyek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang 

kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang 

gerilya, atau janda/dudanya, 

b. Obyek pajak berupa lahan pertanian/perkebunana/perikanan/peternakan yang 

dihasilkan sangat terbatas yang wajib Pajaknya Orang Pribadi yang 

berpenghasilan rendah; 
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c. Obyek pajak yang wajib pajakanya orang pribadi yang penghasilannya 

semata-mata berasal dari pensiunan,sehingga kewajiban membayar PBB-P2 

sulit dipenuhi; 

d. Obyek pajak yang wajib pajakanya orang pribadi yang penghasilan rendah 

yang nilai jual obyek pajak ( NOP ) per meter perseginya meningkat akibat 

perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;dan  

e. Obyek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya 

yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya. 

 

4.5.4 Daftar Permohonan Obyek pajak Baru tahun 2014 pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten jember. 

Daftar Pemohonan Obyek Pajak Baru  

Setelah surat Permohonan di lengkapi dengan benar oleh wajib pajak dan 

kemudian diserahkan kepelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

untuk di daftarkan, didata kebenarannya dan kemudian di nilai apakah sudah sesuai 

dengan persyaratannya. Dalam pembahasan ini wajib pajak yang sudah mendaftar 

obyek pajak baru PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada 

Tahun 2014 sebanyak 7905 wajib pajak. 

4.6  Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak PBB-P2 

Sistem yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

adalah sistem pemungutan official assessement. Dalam proses pendaftaran dan 

penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ada tiga proses 

kegiatan yaitu: 

1. Pendaftaran PBB-P2 

2. Pendataan PBB-P2 

3. Penilaian PBB-P2 
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4.6.1 Pendaftaran PBB-P2  

Pengertian pendaftaran data baru merupakan permohonan dari wajib pajak 

untuk mendaftarkan Obyek Pajaknya yang secara nyata mempunyai suatu hak atas 

bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi,dan/atau memiliki, menguasai, 

dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pendaftaran ini dilakukan dikarenakan 

sebagai berikut : 

1. Karena wajib pajak lain dengan data yang lama, 

2. Updating data atau pembaharuan suatu data,dan  

3. Peralihan data. 

Proses pendaftaran data baru yaitu: 

a. Proses input dimana wajib pajak mengajukan permohonan, mengisi 

SPOP/LSPOP (Lampiran 4 ),serta melengkapi persyaratan seperti foto copy 

KTP (Lampiran 5), Sertifikat Hak atas Tanah ( Lampiran 6), dan bukti 

pelunasan PBB-P2 dari Bank(Lampiran 7). 

b. Wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran obyek pajak pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melaui bidang pelayanan disertkan 

dengan dokumen persyaratan. Kemudian bidang pelayanan menerima 

dokumen persyaratan dan menerbitkan surat pengantar Disposisi ( Lampiran 8 

), formulir pelayanan wajib pajak PBB-P2 ( Lampiran 9 ) dan surat pengajuan 

pendaftaran obyek baru ( Lampiran 10 )  di proses dimana semua data yang 

sudah dimasukan dan sudah lengkap akan diproses secara langsung oleh 

petugas Dinas Pendapatan Kabupaten Jember yaitu dengan cara cek NOP 

terbesar, rekam permohonan, rekam SPOP/LSPOP,penetapan dan selanjutnya 

pencetakan. 

c. Proses Output dimana tanda terima PST , SPPT dan DHKP. 
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Pendaftaran Objek Baru adalah Pendaftaran Objek Pajak PBB P2 yang belum 

terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupate nJember. 

- Ketentuan atau aturan terkait : 

1). Undang-undang nomor 18 tahun 1985 tentang pajak bumi dan 

bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 

tahun 1994. 

Adapun syarat-syarat Pendaftaran Obyek Pajak PBB-P2 adalah sebagai berikut: 

1) Syarat-syarat Pengajuan: 

a. Mengisi SPOP dan LSPOP secara jelas,benas,dan lengkap serta 

ditandatangani 

b. Surat kuasa dalam hal SPOP di isi dan ditandatangani oleh kuasa wajib 

pajak. 

c. Bukti pendukung yang perlu dilampirkan: 

1. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas lainnya dari 

wajib pajak 

2. Foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain: 

- Sertifikat; 

- Akta Jual Beli; 

- Surat perjanjian sewa menyewa; 

- Dokumen lainnya. 

3. Foto copy salah satu bukti surat bangunan,antara lain; 

- IMB; 

- IPB;dan 

- Dokumen lainnya. 

4. Dokumen yang dihasilkan 

1.) Bukti penerimaan; 

2.) Surat pemberitahuan pajak terutang( SPPT) 
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3.) Surat tugas penelitian lapangan, dalam hal dilakukan penelitian 

lapamgan; 

4.) Berita acara penelitian lapangan, dalam hal dilakukan penelitihan 

lapangan; 

5.) Berita acara penelitian kantor, dalam hal tidak dilakukan; 

6.) Daftar hasil rekaman ( DHR ). 

5. Jangka waktu penyelesaian  

1.) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan : paling lama 3 ( tiga ) 

hari kerja. 

2.) Dalam hal hanya dilakukan penelitian kantor : paling lama 1 ( satu 

) hari kerja. 

4.5 Bagan Pendaftaran PBB-P2  

Pelaksanaan 

Seksi 

Pelayanan 

Pelaksanaan 

Seksi 

Ekstensifikasi 

Perpajakan 

Kepala Seksi 

Ekstensifikasi 

Perpajakan 

Kepala Kantor 

Pelayanan 

Pajak 

Pelaksanaan 

Pengelolaan Data 

System 
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Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015 

Keterangan dari bagan Pendaftaran diatas adalah: 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Obyek Pajakke 

pelaksanaan seksi pelayanan kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 

mengisi pengajuan tersebut dengan benar dan sesuai dengan formulir 

1 
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 6 

Permohonan 
Wajib pajak 

Laporan 
Penelitian 

Persetujuan 
Dokumen 

Perekaman 
Data 

General 
SPPT 
Obyek 
Pajak Baru 

Cetak SPPT 

Persetujuan
Dokumen 

Ya 
Disetujui ? 

Tidak 

Proses 
selesai 

SPPT 

TTD 
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pendaftaran dan mengisi SPOP/LSPOP dengan benar dan jelas,untuk 

proses penyelesaian lebih lanjut wajib pajak harus melampirkan berkas 

sesuai dengan formulir yang sudah disediakan dan bidang pelayanan 

menerbitkan surat pengantar Disposisi, kemudian formulir pelayanan 

wajib pajak PBB ditandatangani oleh petugas penerima berkas pada 

kantor pelayanan pajak; 

2. Kemudian pelaksanaan seksi ekstensifikasi perpajakan melaporkan 

penelitian SPOP/LSPOP permohonan yang sudah diajukan oleh wajib 

pajak apakah sudah benar dengan yang ada apa belum kemudian jika 

memang sudah benar dengan apa yang ditulis ; 

3. Kemudian setelah itu kepala seksi ekstensifikasi perpajakan menyetujui 

Dokumen yang telah diisi dan dilengkapi oleh wajib pajak,Setelah 

dokumen disetujui oleh kepala kantor pelayanan pajak dilakukanlah, 

4. Perekaman data oleh pelaksanaan seksi pengolahan data di Dinas 

Pendapatan Kabupaten Jember, 

5. Kemudian jadilah system generate SPPT Obyek Pajak baru; 

6. Kemudian cetak SPPT (surat pemebritahuan pajak terutang); 

7. SPPT sudah jadi dan akan muncul letak obyek pajaknya,nama dan alamat, 

obyek pajak, luas bumi dan bangunan, kelas,NJOP per meternya, dan total 

NJOP dan diserahkan kembali ke pelaksanaan seksi pelayanan; 

8. Kemudian ditanda tangi oleh kepala kantor pelayanan pajak; dan 

9. Setelah itu proses selesai. 
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4.6.2 Pendataan PBB-P2 

4.6 Bagan pendataan PBB-P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Keterangan dari bagan Pendataan PBB-P2 diatas adalah : 

1. Pengisian SPOP diisi oleh petugas atau subyek pajak dengan benar,jelas, 

lengkap dan ditandatangani; 

2. Penelitian SPOP adalah kegiatan untuk memastikan bahwa SPOP telah diisi 

dengan benar,jelas,lengkap dan telah ditandatangani; 

3. Identifikasi Lokasi kegiatan untuk menentukan posisi reltif dari obyek pajak 

serta untuk memudahkan dalam pemberian NOP; 

4. Pemberian NOP yaitu kode identitas yang diberikan kepada setiap obyek 

pajak yang bersifat unik, permanen, dan standar. 

5. Permohonan formulir adalah kode yang diberikan sebagai nomor identitas 

dari dokumen SPOP guna memudahkan penyimpanan dan pencarian kembali; 

6. Perekaman data kegiatan untuk memasukkandan menyimpan data obyek dan 

subyek pajak ke dalam basisdata dengan bantuan komputer; 

2. Penelitian SPOP 
3. Identifikasi 
Lokasi 

4. Pemberian NOP 5. Permohonan 
SPOP 

1. Pengisian 

SPOP 

 

6. Pengawasan 
Data 
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7. Pengawasan data merupakan kediatan yang dilakukan untuk memvalidasi data 

hasil perekaman guna memastikan kebenaran dan kelengkapannya. 

 

Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP/LSPOP dan dilakukan sekurang-

kurangnya untuk 1 (satu) wilayah administrasi desa/kelurahan. 

1. Pendataan sebagaimana di maksud ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP pada wilayah yang 

secara umum belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau 

potensi PBB relatif kecil; 

b. Identitas obyek pajak pada wilayah yang sudah mempunyai peta 

garis/peta foto yang menentukan posisi relatif obyek pajak tetapi tidak 

mempunyai data administrasi PBB-P2 3 ( tiga ) tahun terakhir, secara 

lengkap; 

c. Verifikasi obyek pajak pada wilayah yang sudah mempunyai peta 

garis/peta foto yang dapat menentukan posisi obyek pajak dan 

mempunyai data administrasi PBB 3 ( tiga ) tahun terakhir secara 

lengkap; dan 

d. Pengukuran bidang obyek pajak pada wilayah yang hanya mempunyai 

sketsa peta desa/kelurahan dan/atau peta garis/peta foto tetapi belum 

dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif obyek pajak. 

2. Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 

apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak 

atau fiscus pajak dengan bukti di lapangan di lapangan dilanjutkan dengan 

pelaksanaan pemeriksaan. 
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Menurut pasal 17 persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah: 

8. Melampirkan KTP/KSK/ dokumen lain yang sah; 

9. Melampirkan alat bukti kepemilikan; 

10. Surat keterangan dari desa/kelurahan; dan 

11. Mengisi formulir SPOP dan LSPOP disertai tanda tangan wajib pajak atau 

kuasanya. 

Pendataan terhadap obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, 

termasuk dilakukan terhadap bangunan pagar mewah,tempat olahraga dan taman 

mewah yang memenuhi kriteria tertentu. 

Kriteria pagar mewah , tempat olahraga dan taman mewah Sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. Pagar mewah dengan harga pembuatan Rp. 1.500.000,00/m2 ( satu juta lima 

ratus ribu rupiah per meter persegi) keatas. 

b. Tempat olahraga yang dikomersialkan; dan 

c. Taman mewah dengan harga pembuatan Rp. 1.500.000,00/m2 ( satu juta lima 

ratus ribu rupiah per meter persegi) keatas dan/atau dikomersialkan. 

Kegiatan Pendataan adalah sebagai berikut : 

- Pengisian SPOP di isi oleh petugas atau subyek pajak dengan benar, 

jelas, lengkap dan ditandatangani. 

- Penelitian SPOP kegiatan memastikan bahwa SPOP telah diisi dengan 

benar,jelas, lengkap dan ditandatangani. 

- Identifikasi lokasi kegiatan untuk menentukan posisi relatif dari obyek 

pajak serta untuk mempermudah dalam pemberian NOP. 

- Pemberian NOP yaitu kode identitas yang diberikan kepada setiap 

obyek pajak yang bersifat unik, permanen dan standart. 
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- Penomeran formulis yaitu kode yang diberikan sebagai nomor 

identitas dan dokumen SPOP guna untuk memudahkan 

penyimpanandan pencarian kembali. 

- Perekaman SPOP kegiatan untuk memasukkan dan menyimpan obyek 

dan subyek pajak kedalam basisdata dengan bantuan komputer. 

- Pengawasan data kegiatan yang dilakukan untuk memvalidasi data 

hasil perekaman guna memastikan kebenaran dan kelengkapan. 

-  

6.3 Penilaian PBB-P2 

4.7 Bagan penilaian PBB-P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan dari bagan penilaian PBB-P2 : 

1. Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan NJOP; 

2. Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui: 

1.Penilaian 
massal 

2. Obyek pajak 
yang nilai 

jualnya per m2 

3. Obyek pajak 
yang nilainya Rp. 
1.000.000.000,00 

4. Obyek pajak untuk 
perusahaan mewah, 
usaha komirsial dan 
industri 

5. Penilaian 
pada pasar dan 
biaya 

6. Pendapatan 
kapitalisasi biaya 
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a. Penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi 

rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan 

dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan ( DBKB ); 

b. Penilaian individu diterapkan pada obyek pajak tertentu yang bernilai 

tinggi. 

3. Obyek pajak tertentu yang bernilai tinggi sebagaimana dimaksdu dalam pasal 

19 ayat (2) huruf b, adalah: 

a. Obyek pajak yang nilai jual per m2 ( meter persegi ) lebih besar dari 

ketentuan NJOP yang tertinggi; 

b. Obyek pajak yang nilai jualnya Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah 

) atau lebih; 

c. Obyek pajak yang diperuntukan dan atau digunakan untuk perumahan 

mewah, usaha komersial, industri atau keberadaanya mempunyai sifat 

khusus seperti: 

1. Penambangan lepas pantai (rig) dan dibawah tanah; 

2. Jalan tol; 

3. Obyek rekreasi atau sport; 

4. Lapangan golf; 

5. Pompa bensin; 

6. Dan lain-lain yang sejenis. 

4. Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 3 

(tiga) pendekatan penilaian, meliputi: 

a. Pendekatan data pasar; 

b. Pendekatan biaya; dan  

c. Pendekatan kapitalisasi pendapatan. 

5. Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara 

membandingkan obyek pajak yang akan dinilai dengan obyek pajak lain yang 

sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa 

penyesuaian; 
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6. Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan 

dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

membangun baru dikurangi dengan penyusutan;dan 

7. Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada obyek-obyek yang 

menghasilkan ( memiliki nilai komersil ) dengan cara menghitung atau 

memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1 ( satu ) tahun 

terhadap obyek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan 

hak pengusaha. 
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BAB 5.  PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan mengenai prosedur 

Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak PBB-P2 maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

Pendaftaran Obyek Pajak Baru PBB-P2 Dalam pengisian SPOP ini, 

wajib pajak harus mengisinya dengan jelas, benar dan lengkap serta 

ditandatangani dan disampaikan di Dirjen Pajak yang wilayah kerja meliputi 

letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari setelah 

diterimanya SPOP oleh subyek pajak. 

Yang dimaksud dengan pengisian SPOP secara jelas, benar, dan lengkap 

adalah: 

- Jelas, dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam SPOP 

dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang 

dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri. 

- Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan yang 

sebenarnya, seperti luas tanah  dan/atau bangunan, tahun dan harga 

perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang 

ada pada SPOP. 

- Lengkap, berarti pengisiian SPOP dikmaksud harus dilengkapi dengan 

semua lampiran yang diminta pada formulir SPOP tersebut. 

Penilaian Obyek Pajak Baru PBB-P2 ini harus benar-benar dinilai dengan baik 

adapun kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui:  

- Penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rat-

rata yang terdapat pada setiap ZNT ( Zona Nilai Tanah ) sedangkan NJOP 
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Bangunan dihitung berdasarkan berdasarkan daftar biaya komponen bangunan ( 

DBKB ); 

- Penilaian Individu diterapkan pada obyek pajak tertentu yang bernilai tinggi. 

2. Obyek pajak tertentu yang bernilai tinggi sebagaimana dimaksud pasal 19 

ayat  ( 2 )hufur b adalah : 

a. Obyek pajak yang nilai jual per m2 ( meter persegi ) lebih besar dari 

ketentuan NJOP yang tertinggi ; 

b. Obyek pajak yang nilai jualnya Rp. 1000.000.000,00 ( satu milyar 

rupiah ) atau lebih ; 

c. Obyek pajak yang diteruntukkan dan atau digunakan untuk perumahan 

mewah, usaha komersial, industri atau keberadaannya mempunyai sifat 

khusus mempunhyai: 

1. Menambangan lepas pantai ( rig ) dan dibawah tangan ; 

2. Jalan tol; 

3. Obyek rekreasi/ sport; 

4. Lapangan Golf; 

5. Pompa Bensin;  

6. dan lain-lain yang sejenis, 

5.2   Saran 

Dapat selalu memberikan pelayanan yang terbaik buat wajib pajak 

dalam melayani dan menangani wajib pajak. Memberikan penjelasan dan 

pengertian dengan sopan, dan dapat dipahami oleh wajib pajak yang sedang 

mengalami kesulitan dengan Bagaimana Cara Mendaftar Obyek Pajak Baru dan 

yang lainnya. Dan dalam Penilaian harus benar-benar teliti agar tidak terjadi 

kesalahan yang fatal dan dapat mengecewakan wajib pajak. 
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